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Tentang Orchid Project 
Orchid Project adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Inggris dan Kenya yang 

mendorong gerakan global untuk mengakhiri pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan 

(P2GP). Strategi Orchid Project untuk kurun waktu 2023 hingga 2028 berfokus pada tiga tujuan 

berikut ini: 

1. Melakukan penelitian, menghimpun bukti-bukti, dan menyiapkan sumber pengetahuan 

untuk melengkapi para pekerja LSM dalam gerakan untuk mengakhiri P2GP. 

2. Menggerakkan, mendukung, dan memperkuat jaringan regional untuk berpartisipasi aktif 

dalam gerakan untuk mengakhiri P2GP. 

3. Memengaruhi kebijakan, aksi-aksi, serta pendanaan global dan regional untuk mengakhiri 

P2GP. 

Lewat Inisiatif Penelitian P2GP Orchid Project bertujuan mempercepat pengembangan basis 

pengetahuan bagi para peneliti dan aktivis. 

   

Tentang Jaringan Asia untuk Mengakhiri 
P2GP (Asia Network to End FGM/C) 
Pada 2019, Asian Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) yaitu Pusat Sumber 

Daya dan Riset untuk Perempuan Asia Pasifik berkolaborasi dengan Orchid Project untuk 

bersama-sama mengembangkan Asia Network to End FGM/C.  Saat ini, jaringan ini memiliki 80 

anggota yang tersebar di 13 negara di wilayah Asia. Jaringan ini menghimpun bukti-bukti serta  

data pendukung tentang praktik-praktik P2GP yang berbahaya, meningkatkan kesadaran serta 

memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sekaligus melakukan advokasi untuk mengubah 

peraturan, kebijakan, serta program-program agar segala bentuk P2GP dapat dihentikan.  

  

 

Tim Penulis:    Anne Morin, Ozan Yücel (ed.)   

Sumber Acuan Kutipan:   Orchid Project (2026) P2GP di Kalimantan: Laporan Regional 

Indonesia. Silakan kunjungi: 

https://www.fgmcri.org/country/indonesia/ 

 

https://www.fgmcri.org/
https://www.fgmcri.org/
https://endfgmcasia.org/
https://endfgmcasia.org/
https://www.fgmcri.org/country/indonesia/
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Pendahuluan 

 

Gambar 1: Prevalensi P2GP di Indonesia berdasarkan wilayah-wilayah utama, 2024 (38). 

Kalimantan adalah nama yang digunakan di Indonesia untuk bagian selatan Pulau Borneo, yaitu 

kurang-lebih 73% dari total area pulau tersebut (2). Borneo adalah wilayah yang terbagi-bagi di 

antara tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan kesultanan Brunei Darussalam. Nama Borneo, 

dalam konteks internasional, digunakan untuk menyebut seluruh pulau, sementara Kalimantan 

adalah nama spesifik untuk bagian yang menjadi wilayah Indonesia. Kalimantan dihuni oleh 6,15% 

populasi Indonesia, yaitu sejumlah 16,6 juta penduduk (2). 

Laporan ini memuat pembahasan terperinci mengenai praktik P2GP di berbagai wilayah dengan 

kelompok etnis berbeda, di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai gambaran 

umum P2GP secara nasional, silakan klik Profil Negara berikut ini: 

https://www.fgmcri.org/indonesia. 
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P2GP di Kalimantan 

Prevalensi P2GP pada perempuan berusia 15–64 tahun di Kalimantan mencapai 58,8% (36). Hampir 

15% perempuan dari kelompok usia tersebut belum pernah mendengar tentang P2GP (2). 

Praktik P2GP ditemukan di seluruh provinsi di Kalimantan (lima provinsi). Data mengenai P2GP di 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara masih terbatas, bahkan lebih sedikit dibandingkan data 

untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (2). 

Di beberapa wilayah Kalimantan, termasuk Banjarmasin, Sambas, dan Pontianak, dokumentasi yang 

didapat dari berbagai sumber menyatakan bahwa P2GP merupakan praktik yang diperkenalkan oleh 

para penduduk yang bermigrasi dari Jawa. Saat ini, seiring dengan meningkatnya medikalisasi, 

praktik tersebut telah menyebar dari komunitas migran ke penduduk asli Kalimantan (3). 

Pada tingkat nasional, tempat tinggal bukanlah faktor yang menentukan dilakukannya praktik P2GP 

di berbagai kelompok etnis. P2GP dipraktikkan oleh berbagai keluarga, tidak tergantung lokasi 

tempat tinggal mereka (4). Namun, bentuk pelaksanaannya berbeda-beda di setiap kelompok etnis. 

Migrasi internal turut membawa serta unsur-unsur budaya. Karakteristik budaya P2GP di daerah 

tujuan dipengaruhi oleh budaya dari daerah asal. Perpindahan penduduk memengaruhi dinamika 

praktik P2GP, baik pada tingkat lokal maupun internasional (4). 

Di Kalimantan, P2GP dilandaskan pada tradisi turun-temurun dan budaya setempat. P2GP juga 

dianggap wajib bagi bagi umat Islam untuk menyucikan anak perempuan dari segala kotoran atau 

kenajisan (8). 
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Gambar 2: Prevalensi P2GP di Kalimantan, 2013 (5) 

Perbandingan antara data prevalensi P2GP tingkat provinsi tahun 2013 (5), kepadatan penduduk 

berdasarkan kecamatan pada tahun 2024 (8), peta indikatif persebaran kelompok etnis yang 

mempraktikkan P2GP (3)1, serta peta distribusi penduduk Muslim tingkat kabupaten tahun 2022 (9) 

menunjukkan adanya tingkat korelasi tertentu antara prevalensi P2GP dan tingkat ketaatan terhadap 

ajaran agama Islam. 

 
1Peta indikatif yang disusun berdasarkan data dalam Marcoes, Lies. 2023. Satu Dekade Upaya Indonesia Menghapus Praktik 

P2GP: Pengalaman Mitra Kerja UNFPA. UNFPA Indonesia (https://indonesia.un.org/en/242657-one-decade-progress-

eradicating-female-genital-mutilation-or-cutting-practice-indonesia), serta peta kelompok etnis di Indonesia dari 

Wikipedia yang didasarkan pada Peta Suku Bangsa di Indonesia di Ruang Etnografi, Museum Nasional Indonesia, Jakarta 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Indonesia). 

  

https://indonesia.un.org/en/242657-one-decade-progress-eradicating-female-genital-mutilation-or-cutting-practice-indonesia
https://indonesia.un.org/en/242657-one-decade-progress-eradicating-female-genital-mutilation-or-cutting-practice-indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Indonesia
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Kelompok Etnis yang Mempraktikkan P2GP di Kalimantan (peta indikatif) 
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Kalimantan Barat  

 

Gambar 3: Prevalensi P2GP di Kalimantan Barat, 2013 (5) 

Di tengah komunitas Melayu di Sambas, Kalimantan Barat, praktik P2GP diturunkan dari satu generasi 

ke generasi lain. Praktik ini juga dilakukan oleh orang-orang China atau Dayak yang telah menjadi 

mualaf atau masuk Islam (9). P2GP tidak dianggap sebagai kewajiban agama, namun dianggap 

sebagai tuntutan religius yang harus terus dijalankan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional. 

Mempertahankan ritual warisan leluhur dilakukan untuk tetap menjaga tradisi dan budaya (9). 

Surat edaran dari Kementerian Kesehatan telah melarang praktik P2GP di daerah perkotaan, dan ini 

menimbulkan dampak menguntungkan bagi praktik dan kepercayaan nenek tetua adat dan tabib 

tradisional. Etnis Melayu yang tinggal di pedalaman Kalimantan Barat masih mempraktikkan P2GP 

tradisional, yaitu dengan memotong klitoris (4). 
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Kalimantan Barat  

Kelompok Etnis Sambas Melayu 

Istilah yang Digunakan Sunat betine 

Tipe Tipe 1 : memotong klitoris ‘sampai ke ujung’ 

Tipe 4: menggores klitoris sampai sedikit berdarah  

Prosedur simbolis: Mengusap klitoris dengan kapas dan meneteskan 

obat merah sebagai simbol pengganti darah  

Pengambilan 

Keputusan 

- 

Faktor Pendorong Keyakinan agama – perintah wajib dari pemuka agama 

Kesucian dan kebersihan 

Penghargaan terhadap budaya dan adat turun-temurun  

Kepatuhan terhadap otoritas orang tua 

Keyakinan terhadap manfaat P2GP, kepercayaan bahwa praktik ini 

dilakukan demi kebaikan perempuan 

Keyakinan bahwa P2GP dapat membuang sial 

Ketakutan terhadap sanksi sosial (takut jadi bahan gunjigan) 

Pengendalian seksualitas 

Usia saat P2GP 

dilakukan 

Usia bayi sampai usia anak ketika sudah mampu mengucapkan kalimat 

Syahadat  

Dilakukan oleh Dukun kampung; Bidan 

Ritual Perayaan kecil bersama para kerabat dekat dan tetangga, dilakukan 

secara minimalis 
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Kalimantan Tengah 

 

Gambar 4: Prevalensi P2GP di Kalimantan Tengah, 2013 (5) 

Data tentang pelaksanaan P2GP di Kalimantan Tengah masih sangat terbatas. Meskipun menurut 

data nasional Kalimantan Tengah merupakan wilayah dengan prevalensi tinggi, belum ada penelitian 

di tingkat lokal yang secara khusus mengkaji prevalensi, praktik, maupun sikap masyarakat terhadap 

P2GP. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pengakuan terhadap isu 

ini di tingkat nasional dengan kapasitas penelitian dan advokasi di tingkat daerah. 

Penelitian ini tidak menemukan bukti adanya organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya 

masyarakat  yang berbasis di Kalimantan Tengah dan secara khusus melakukan penelitian atau 

menangani masalah P2GP. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya keterlibatan masyarakat sipil 

dalam penanganan isu P2GP di provinsi ini. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah mengembangkan materi edukasi mengenai 

"Pencegahan P2GP atau Sunat Perempuan dan Pencegahan Perkawinan Anak" (10). 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, yang berdiri di Kalimantan Tengah 

pada tahun 2012, giat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

bidang sosial, budaya, gender, pemerintahan, dan lingkungan. Fakultas ini fokus soal isu-isu 

kepemilikan tanah untuk rakyat, keadilan lingkungan, keadilan adat, serta hak-hak perempuan (11). 

Ke depannya, terlihat ada peluang untuk mengembangkan penelitian di bidang kesehatan, termasuk 

topik-topik kesehatan reproduksi. 
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Kalimantan Selatan

 

                          Gambar 5: Prevalensi P2GP di Kalimantan Selatan(5). 

Di Kalimantan Selatan, P2GP lebih banyak dipraktikkan sebagai bagian dari tradisi budaya, bukan 

didasarkan pada alasan keagamaan (12). Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi dengan 

prevalensi P2GP yang tinggi. Seperti halnya provinsi-provinsi lain dengan prevalensi tinggi P2GP, 

angka kematian bayi di provinsi ini juga berada di atas rata-rata nasional (12). Dua kabupaten yang 

dilaporkan memiliki prevalensi P2GP tinggi adalah Barito Kuala dan Banjar Bakula (12). 

 

Sebuah kajian potong lintang yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pendidikan 

kesehatan berbasis bukti efektif mengurangi praktik-praktik tradisional yang membahayakan di Kota 

Banjarbaru. Namun, kuatnya pengaruh nilai-nilai budaya menunjukkan bahwa upaya edukasi perlu 

dilakukan secara berkelanjutan (13). Kajian tersebut melibatkan 69 ibu di Kelurahan Landasan Ulin 

Tengah, Kota Banjarbaru, dan menemukan bahwa sebagian besar responden (68,1%) tidak 

melakukan P2GP terhadap anak perempuan mereka. Temuan ini mengindikasikan adanya 

kecenderungan penurunan praktik P2GP di wilayah perkotaan Banjarbaru (13). 
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Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi (81,2%), pengetahuan yang baik 

mengenai P2GP (79,9%), serta akses terhadap informasi yang memadai (79,7%). Analisis statistik 

menunjukkan bahwa pengetahuan dan akses terhadap informasi sangat signifikan hubungannya 

dengan rendahnya praktik P2GP. Di sisi lain, tingkat pendidikan formal tidak menunjukkan korelasi 

signifikan secara statistik (13). Temuan ini mengindikasikan bahwa penyampaian informasi kesehatan 

mengenai risiko P2GP lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku dibandingkan pendidikan 

formal semata. Meskipun demikian, pengaruh budaya dan agama masih cukup kuat. Sebanyak 31,9% 

responden tetap melakukan P2GP meskipun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi (13). 

Kajian berskala kecil yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa perubahan sikap tidak 

selalu diikuti oleh perubahan perilaku (14). Di Kelurahan Sekumpul, Kabupaten Banjar, sebanyak 

92,5% ibu menyatakan sikap yang positif terhadap pelarangan P2GP (14). Namun, tradisi budaya, 

penafsiran ajaran agama, dan pengaruh keluarga masih menjadi faktor yang memperlambat 

perubahan perilaku di daerah ini.



Kalimantan Selatan   

Kelompok Etnis Banjar 

Istilah yang Digunakan Basunat, besunat 

Tipe Menggesek atau menggores klitoris sampai berdarah (tukang sunat 

tradisional) 

Membuat goresan kecil (bidan) 

Kasus-kasus dengan pemotongan klitoris yang lebih parah dan 

mengarah pada berkurangnya stimulasi seksual serta 

mengakibatkan masalah-masalah kesehatan seksual 

Pengambilan 

Keputusan 

Orang tua, dipengaruhi oleh keluarga (kakek-nenek), dan pemuka 

agama 

Faktor Pendorong Praktik budaya yang diyakini dapat mempermudah persalinan dan 

meningkatkan kesuburan. 

Keyakinan agama bahwa P2GP merupakan ajaran Nabi Muhammad. 

Selain itu masyarakat meyakini penyucian secara simbolis, ketika 

darah dipandang sebagai lambang kotoran atau kenajisan yang 

harus dibersihkan agar seseorang menjadi suci. 

Pengendalian seksualitas perempuan. 

Klitoris dianggap sebagai sesuatu yang tidak suci (barang haram), 

dan alat kelamin perempuan diyakini sebagai sumber dosa. Selain 

itu, terdapat keyakinan bahwa hasrat seksual perempuan harus 

dikendalikan dan kesuciannya dijaga. 

Usia saat P2GP 

dilakukan 

Mulai usia 8 hari sampai 3 tahun; usia yang direkomendasikan 

adalah usia di atas 8 bulan, saat klitoris lebih terlihat. 

Dilakukan oleh Dukun kampung; bidan 

Ritual P2GP dilaksanakan sebagai bagian dari acara keluarga kecil-kecilan 

bersamaan dengan acara akikah (upacara potong rambut yang 

dirayakan dengan menyembelih kambing). Sebelum upacara 

dilakukan, dukun akan mengucapkan al-fatihah, surat pertama 

dalam Quran. Tamu-tamu yang datang biasanya membawa hadiah 

uang, beras, pisang raja, dan gula.  
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Kalimantan Timur 

 

Gambar 6: Prevalensi P2GP di Kalimantan Timur, 2013 (5) 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pernah 

menyelenggarakan diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Samarinda, 

Kalimantan Timur, pada tahun 2025 untuk membahas P2GP, mengingat tingginya prevalensi P2GP 

pada tahun 2013 (60,1%) (15). Diskusi tersebut dIhadiri oleh perwakilan berbagai instansi 

pemerintah, penyedia layanan kesehatan, organisasi keagamaan (termasuk MUI, Muhammadiyah, 

dan Nahdlatul Ulama), serta lembaga pendidikan. Meskipun para tenaga kesehatan telah 

mencapai konsensus untuk menolak praktik P2GP, resistensi masyarakat masih cukup kuat. 

Banyak keluarga tetap meminta prosedur tersebut dilakukan karena meyakini bahwa P2GP 

merupakan kewajiban agama. Dalam forum diskusi tersebut, para tokoh agama mengusulkan 

agar fatwa MUI tahun 2008 mengenai P2GP ditinjau kembali, sementara organisasi-organisasi 

Islam mengakui bahwa praktik tersebut memiliki landasan keagamaan yang lemah. Diskusi 

tersebut juga menentukan bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) merupakan sarana 

yang potensial untuk melakukan edukasi pada masyarakat. Para pihak yang hadir juga 

menekankan pentingnya melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar pesan-pesan 

kesehatan dapat diperkuat dengan perspektif keagamaan (15). Pendekatan yang komprehensif 

ini memadukan kebijakan, dialog keagamaan, dan partisipasi masyarakat untuk mengatasi praktik 

budaya yang telah sangat berakar. 
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Di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, prosedur P2GP bervariasi menurut kelompok etnis yang 

mempraktikkannya (12).  

Suku Jawa: Selaput klitoris digores menggunakan cutter  hingga mengeluarkan sedikit 

darah, kemudian dibersihkan dengan kapas kering. P2GP dilakukan oleh dukun tradisional 

tanpa disertai doa maupun upacara adat.. 

Suku Bugis: Dukun tradisional biasanya menggunakan pisau kecil yang tidak steril untuk 

menyayat secuil klitoris. Prosesi P2GP disertai pembacaan doa dalam bahasa Arab dan 

penyediaan sesaji berupa ketan dan pisang, kemudian diakhiri dengan perayaan. Anak 

yang telah menjalani P2GP selanjutnya dipakaikan busana pengantin layaknya seorang 

mempelai.. 

Suku Kutai: Sebagian klitoris dipotong menggunakan pisau kecil, kemudian dibersihkan 

dengan kapas yang dibasahi betadine. P2GP dilakukan oleh dukun tradisional. 

Suku Banjar: Selaput klitoris sengaja digores hingga menimbulkan luka, kemudian 

dibersihkan menggunakan kapas kering. P2GP dilakukan oleh dukun tradisional karena 

bidan modern tidak lagi melakukan praktik tersebut. Pelaksanaannya disertai upacara adat 

yang diawali dengan pembacaan syahadat, lalu dilanjutkan dengan serangkaian perayaan. 

Suku Madura: Kulit penutup klitoris (preputium klitoris) digores sampai berdarah 

menggunakan pisau kecil, lalu kunyit yang sudah dikupas dibubuhkan ke area tersebut. 

Area genitalia yang luka kemudian diusap lembut dengan kapas yang sudah diberi 

betadine. Sunat diakhiri dengan perayaan tradisional yang diawali pembacaan doa oleh 

bidan. Acara ini ditutup dengan jamuan makan dengan hidangan bubur putih.  
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Kalimantan Timur  

Kelompok Etnis Kutai; Jawa; Bugis, Banjar, Madura 

Istilah yang Digunakan Sunat perempuan; khitan perempuan 

Tipe Tipe 4: Menggores atau melukai ujung klitoris atau klitoris itu sendiri 

Tipe 1: Memotong sebagian kecil klitoris 

Faktor Pendorong Tradisi turun-temurun 

Usia saat P2GP 

dilakukan 

Antara usia 5 bulan sampai 1 tahun  

Dilakukan oleh Dukun tradisional dan bidan 

Ritual Pinunduk, keluarga menyiapkan sesaji yang terdiri atas uang, beras, 

sejenis pisang, dan gula. Sebelum prosedur P2GP dilakukan, kalimat 

syahadat dibacakan sebanyak empat kali, kemudian dilanjutkan 

dengan pembacaan sholawat sebagai bentuk penghormatan 

kepada Nabi Muhammad. 
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Kalimantan Utara 

 

Gambar 7: Prevalensi P2GP di Kalimantan Utara, 2013 (5) 

Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) adalah provinsi termuda di Indonesia yang didirikan pada 

tanggal 25 Oktober 2012, saat wilayah ini memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Timur.  

Meskipun data nasional mengidentifikasi Kaltara sebagai wilayah dengan prevalensi P2GP yang 

tinggi, tampaknya belum terdapat penelitian lokal yang secara khusus mengkaji prevalensi, 

praktik, maupun sikap masyarakat terhadap P2GP. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan 

yang cukup besar antara pengakuan terhadap isu tersebut di tingkat nasional dengan kapasitas 

penelitian dan advokasi di tingkat daerah. 

Berdasarkan penelitian, tidak terdapat organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) yang berbasis di Kaltara dan secara khusus melakukan penelitian atau 

menangani langsung isu P2GP. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya keterlibatan masyarakat 

sipil dalam penanganan isu P2GP di provinsi ini. 

Penelitian ini juga mencatat adanya kesenjangan yang signifikan dalam penelitian akademik yang 

secara khusus berfokus pada P2GP di Kaltara. Institusi pendidikan tinggi di provinsi ini masih 

sangat terbatas, terutama yang memiliki kapasitas penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan. 

Universitas Borneo Tarakan (UBT) telah menjalin kemitraan dengan Fakultas Kedokteran 

Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran dengan 

membuka Program Sarjana Kedokteran pada tahun akademik 2024/2025. Perkembangan ini 

membuka peluang bagi pelaksanaan penelitian di bidang kesehatan pada masa mendatang, 

termasuk penelitian mengenai kesehatan reproduksi (16). 



P2GP DI KALIMANTAN: LAPORAN REGIONAL INDONESIA | 16 

 

Kebijakan di Tingkat Daerah dan 
Tantangan Penerapannya 

Persepsi mengenai P2GP di Indonesia dipengaruhi oleh faktor‑faktor seperti keterikatan terhadap 

identitas agama dan etnisitas, sedangkan ketidakselarasan kebijakan daerah menambah rumit 

upaya pelarangan P2GP di Indonesia (17). 

Studi Putranti Dyah pada tahun 2008 menemukan bahwa interpretasi hadis yang lebih kaku dalam 

komunitas Muslim konservatif menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya peraturan 

daerah mengenai layanan kesehatan serta integrasi P2GP ke dalam pelayanan kesehatan (18). 

Studi tersebut juga menemukan bahwa perubahan ini menimbulkan pergeseran dari praktik 

simbolis menuju pemotongan genitalia yang sesungguhnya (18). 

Peraturan perundang‑undangan nasional tahun 2024–2025 kini melarang P2GP di Indonesia, 

setelah 18 tahun upaya advokasi regulasi (lihat Laporan Hukum Orchid Project untuk penjelasan 

lebih lanjut di tautan berikut: https://www.fgmcri.org/country/indonesia/). 

Pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan mengeluarkan syarat-syarat untuk P2GP yang 

dilaksanakan di fasilitas medis. Namun, sebagian besar daerah masih belum mendapatkan 

kejelasan tentang implementasi peraturan tersebut (19). Beberapa tantangannya adalah sebagai 

berikut: 

• Implementasi peraturan tidak dilakukan secara merata di tingkat kabupaten dan daerah.  

• Bidan yang mendukung P2GP mengabaikan peraturan tersebut dan menggunakan 

justifikasi medis untuk memenuhi permintaan masyarakat. 

• Penerapan peraturan di tiap provinsi dan kabupaten berbeda-beda sehingga 

implementasinya menjadi tidak konsisten. 

Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) pada tahun 2019 menyatakan bahwa peraturan perundang‑undangan nasional akan 

membantu mengatasi kesenjangan implementasi peraturan di tingkat regional (20). Sejak saat itu, 

pemerintah Indonesia telah menetapkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan P2GP 

dengan target tahun 2030 (lihat Profil Negara Orchid Project untuk penjelasan lebih lanjut di 

https://www.fgmcri.org/country/indonesia/). Peta Jalan Pencegahan P2GP tersebut 

mencakup dialog berkelanjutan antara organisasi akar rumput dan berbagai tingkat 

pemerintahan. 
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Kesimpulan 

Laporan regional tentang P2GP di Kalimantan ini menguraikan pengaruh tradisi budaya, 

interpretasi agama, migrasi internal, dan implementasi kebijakan pelarangan P2GP yang tidak 

merata. Meskipun terdapat undang-undang nasional yang melarang P2GP dan telah ada 

konsensus di kalangan tenaga kesehatan bahwa praktik tersebut tidak memiliki manfaat medis, 

prevalensinya tetap tinggi di kelima provinsi di Kalimantan. Namun, terdapat perbedaan-

perbedaan yang signifikan dalam hal tata cara pelaksanaan, ritual yang menyertai, serta justifikasi 

P2GP di berbagai komunitas etnis dan keagamaan. 

Upaya menghentikan P2GP masih menemui tantangan seperti terus berlanjutnya medikalisasi 

praktik ini, keterbatasan kapasitas penelitian lokal di Kalimantan Tengah dan Utara, serta 

penegakan kebijakan nasional yang tidak konsisten. Mengingat hal tersebut, diperlukan adanya 

pendekatan yang berkelanjutan, berbasis lokal, dan multi-sektoral untuk menjembatani 

kesenjangan antara komitmen kebijakan yang telah ditetapkan dengan perubahan nyata di 

tingkat masyarakat. Pendekatan berkelanjutan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa 

upaya-upaya penghapusan P2GP di tingkat nasional dapat diterjemahkan menjadi upaya 

perlindungan yang sangat penting dilakukan bagi anak perempuan di seluruh Kalimantan.  

Rekomendasi 
Memantapkan Penelitian dan Pengembangan Sistem Data di Tingkat Lokal  

• Mendukung dilakukannya studi komprehensif tentang prevalensi P2GP secara spesifik di 

tingkat provinsi, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, untuk 

mengatasi kesenjangan data mengenai sikap masyarakat, peran pelaksana P2GP, serta 

pola medikalisasi P2GP. 

• Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi setempat (misalnya dengan Universitas 

Palangka Raya dan Universitas Borneo Tarakan) untuk meningkatkan kapasitas penelitian 

jangka panjang di bidang kesehatan reproduksi dan praktik-praktik yang 

membahayakan. 

Mendukung organisasi perempuan dan kepemudaan di tingkat lokal   

• Mendukung keterlibatan organisasi perempuan dan pemuda yang berbasis masyarakat 

dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan P2GP serta bekerja sama dengan 

masyarakat setempat untuk mengintegrasikan peraturan pemerintah ke dalam kehidupan 

masyarakat agar implementasinya dapat dilakukan di tingkat komunitas. 

 

 

 



P2GP DI KALIMANTAN: LAPORAN REGIONAL INDONESIA | 18 

 

Melibatkan Pemuka Agama dan Tokoh Adat  

• Memfasilitasi dialog yang terstruktur dengan organisasi-organisasi Islam (MUI, 

Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama) untuk mendorong penafsiran kaidah-kaidah 

agama yang secara jelas membedakan P2GP dari kewajiban agama. 

Mengatasi Medikalisasi P2GP 

• Memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan larangan nasional P2GP di fasilitas 

kesehatan, khususnya di kalangan bidan dan petugas medis di klinik-klinik swasta. 

• Mengintegrasikan materi mengenai pencegahan P2GP dan etika profesi ke dalam 

pelatihan pra-jabatan serta dalam jabatan bagi seluruh tenaga kesehatan di Kalimantan. 

Meningkatkan Koordinasi Kebijakan dan Akuntabilitas 

• Menyelaraskan rencana implementasi kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan 

Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional hingga tahun 2030, dengan melakukan pembagian 

peran, alokasi anggaran, serta mekanisme pelaporan yang jelas. 

• Menyelenggarakan forum peninjauan berkala di tingkat provinsi yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan untuk memantau kemajuan, mengatasi hambatan, dan 

berbagi praktik-praktik baik yang sudah dilakukan.
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